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Malpraktik

Isi Abstrak
:


Pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang dijamin dalam
Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan amanat konstitusi dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya baik perorangan, kelompok atau  masyarakat. Penulis memberikan contoh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang beroperasi tanpa izin yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor 10/PID.SUS/2020/PT SBY. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materiil malpraktik tenaga kefarmasian berdasarkan putusan pengadilan nomor 10/Pid.Sus/2020/PT. Sby dalam perspektif kepastian hukum ? dan 2)  Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku malpraktik tenaga kefarmasian berdasarkan putusan pengadilan nomor 10/Pid.Sus/2020/PT. Sby dalam perspektif kepastian hukum ? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer,sekunder maupun tersier. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penerapan sanksi hukum terhadap pelaku praktik tenaga kefarmasian yang tidak  memiliki izin,   antara lain, sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi, dimana sanksi-sanksi tersebut berupa pidana penjara, ganti rugi, teguran, denda atau pencabutan izin akibat kelalaian tersebut dan pelanggaran terhadap norma. Terhadap sanksi administrasi umumnya dikenakan kepada pelanggar diklasifikasikan pelanggaran administrasi bersifat privat yang dijatuhkan oleh aparatur atau pejabat tata usaha negara, sanksi teguran merupakan teguran secara lisan dan tertulis hingga pencabutan izin.
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Abstract Content 
:

Health care is the right of every person which is guaranteed in the 1945 constitution, which is a constitutional mandate with the aim of advancing the welfare of the community and increasing the degree of the highest level of health for individuals, groups or communities. The author gives examples of legal violations committed by health workers who operate without a permit whose case has been decided by the Surabaya High Court with its decision Number 10/PID.SUS/2020/PT SBY. The formulation of the problem that the author discusses are: 1) How is the application of the criminal law of material malpractice of pharmaceutical staff based on court decision number 10/Pid.Sus/2020/PT. Sby in the perspective of legal certainty ? and 2) What are the judges' legal considerations in imposing sanctions on malpractice pharmacists based on court decisions number 10/Pid.Sus/2020/PT. Sby in the perspective of legal certainty ? The research method that the author uses is a normative juridical method, namely research that prioritizes library data, namely research on secondary data. The secondary data can be in the form of primary, secondary or tertiary legal materials. From the results of the study, the authors conclude that the application of legal sanctions against perpetrators of practicing pharmaceutical workers who do not have permits, among others, criminal sanctions, civil sanctions and administrative sanctions, where the sanctions are in the form of imprisonment, compensation, warnings, fines or license revocation. as a result of such negligence and violation of norms. Administrative sanctions are generally imposed on violators classified as private administrative violations imposed by state administrative apparatus or officials, warning sanctions are verbal and written warnings to revocation of permits.

